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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 01 TAHUN  2013 
TENTANG 

BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria; 

b. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial 
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan 
dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, 
dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan 
adanya bantuan sosial bagi korban bencana; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang  
Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Penanggulangan Bencana ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5294); 

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II; 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara  yang telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang 
Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 127); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 
tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 
tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693); 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN 

SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA. 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan 
kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 

2. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita 
atau meninggal dunia akibat bencana. 

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 

4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, dan tanah longsor. 

5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

6. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan 
teror. 

7. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk 
mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 
seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 
dasar minimal. 

8. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan 
dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat 
bencana agar dapat tetap hidup secara wajar. 
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9. Penyediaan Aksesibilitas adalah layanan yang diberikan secara tidak 
langsung kepada korban bencana alam dan/atau masyarakat yang 
tinggal di daerah rawan bencana baik pada pra, saat maupun pasca 
bencana berupa penyediaan rujukan, jejaring kemitraan, fasilitas dan 
informasi. 

10. Penguatan Kelembagaan adalah layanan yang diberikan kepada 
institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan  
bencana di daerah dengan penyediaan dukungan sarana dan 
prasarana, supervisi dan evaluasi, pengembangan sistem, pemberian 
bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; pengembangan 
kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan untuk menunjang 
pelaksanaan penanggulangan bencana. 

11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau 
perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum 

Pasal 2 
Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat 
bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi 
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial 
psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi 
dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. 

Pasal 3 

Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana harus berpedoman 
pada prinsip-prinsip: 
a. prioritas kepada kelompok rentan; 
b. nondiskriminasi; 

c. cepat; dan/atau 
d. tepat. 

BAB II 

BANTUAN SOSIAL 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 4 
(1) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dalam  bentuk : 
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